PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

JI. Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8754377
Cibinong 16914

Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

Tembusan :

P Y2 [ 6 —PniF Kepada
. Biasa Yth. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Republik Indonesia
: Rekomendasi Di —
Jakarta

Memperhatikan surat dari Ketua PKBM KRISTEN ANTAR BANGSA Nomor :
168/SKAB-SK-Adm/12/2019 tanggal 4 Desember 2019 perihal Permohonan
Pengajuan NPSN Baru, dengan lembaga sebagai berikut :

Nama Ketua Pengelola : RINI SUSANTI

Nama Lembaga : PKBM KRISTEN ANTAR BANGSA

No. Izin Operasional :421.10/081/00003/DPMPTSP/2018

Tanggal 1zin Operasional : 12 Maret 2018

Alamat Lembaga : Kota Wisata Boulevard Kyoto D1/16 RT. 004/013
Desa Nagrak Kecamatan Gunung Putri

Lembaga Penyelenggara : Yayasan Citra Agung

No. SK Kemenkumham : AHU-1387.AH.01.04Tahun 2014

Tanggal Akta Pendirian : 13 Maret 2014

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor merekomendasikan PKBM KRISTEN
ANTAR BANGSA untuk mengajukan NPSN Baru berdasarkan dokumen
persyaratan administratif, persyaratan teknis dan hasil penilaian kelayakan Satuan
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.

Demikian rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : di Cibinong
Pada Tanggal . (L Desember 2019

0T e .Pd.,MM
196710041992121001

1. Yth. Bupati Bogor sebagai laporan
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor



Menimbang

Mengingat

FEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No. 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751080, Fax (021) 8750871

Website : www.dpmptsp bogorkab go.id | Email | dpmptsp@bogerkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor :421.10/081/ 00003/DPMPTSP/2018

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

PKBM KRISTEN ANTAR BANGSA

DESA NAGRAK KECAMATAN GUNUNG PUTRI

P

BUPATI BOGOR

bahwa dalam melaksanakan program Pendidikan Nonformal (PNF)
salah satunya adalah Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF),
Pendidikan Kesctaraan, Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) dan/atau
pendidikan non formal lain yang diperlukan masyarakat;

bahwa pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF), Pendidikan
Kesetaraan, Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) dan/atau pendidikan
non formal lain yang diperlukan masyarakat merupakan kegiatan
pemberdayaan potensi desa khususnya pemberdayaan keterampilan
dan unit produksi sesuai dengan potensi setempat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b serta untuk tertib adminstrasi, kelancaran
pembinaan dan pengawasan kegiatan belajar tersebut dipandang
perlu  menetapkan keputusan Bupati Bogor tentang Izin
Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kristen
Antar Bangsa yang berlokasi di Kota Wisata Boulevard Kyoto D1/16
RT.004 RW.013 Desa Nagrak, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten
Bogor.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437,
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tshun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844):

Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 1992 tentang Peran Serta
Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 3485,

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 54 10j;



Memperhatikan :

10.

11,

12.

13.

14,

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomar 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyclenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5157};

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun
2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non
Formal,;

Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956},

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun 2003
tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96},

Peraturan Bupati Bogor Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 45});

Peraturan Bupati Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian
Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 2);

Keputusan Bupati Bogor Nomor 503/64/Kpts/Per-UU /2017 tentang
Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor : AHU-1387.AH.01.04.Tahun 2014 tentang
Pengesahan Akta Pendinan Yayasan Citra Agung Tanggal 13 Maret
2014;

Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor : 420/ 17-Binsos tanggal
20 Juni 2000, tentang Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar
Masyarakat (PKBM);

Surat Edaran Bupati Bogor Nomor 421.9/276.Sos tanggal 30
Agustus 2000, perihal Pembentukan Pusat Kegiatan Belgjar
Masvarakat di Kabupaten Bogor,

Rekomendasi Kepala UPT Pendidikan Il Kecamatan Gunung Putn
Nomor : 421.1/229-Pendas Tanggal 09 Agustus 2017,

Penilaian Uji Pusat Kebiatan Belajar Masyarakat Lingkungan Dinas
Pendidikan Kabupaten Bogor Tanggal 09 Juni 2017,

Rekomendasi Kepala Desa Nagrak Nomor : 421/94/VI/2017 Tanggal
05 Mei 2017;

Surat Keterangan Domisili Yayasan, Desa Nagrak Kecamatan
Gunung Putri Nomor : 503/197/X1/2017 Tanggal 09 November
2017,
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

£

busan :

..

8.

Berita Acara Rapat Pembahasan [zin Penyelenggaraan Pusat
Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Nomor : 19/BAP-
IP.PNF/I/2018 Tanggal 10 Januari 2018,

MEMUTUSKAN

Memben izin kepada :
Nama Yayasan ! YAYASAN CITRA AGUNG
Alamat : Kota Wisata Boulevard Kyoto D1/16 RT.004

RW.013 Desa Nagrak, Kecamatan Gunung Putri,
Kabupaten Bogor

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar
Masyarakat (PKBM) :

Nama PKBM : PKBM KRISTEN ANTAR BANGSA
Alamat : Kota Wisata Boulevard Kyoto D1/16 RT.004

RW.013 Desa Nagrak, Kecamatan Gunung Putni,
Kabupaten Bogor

Penyelenggara diwajibkan untuk :

a.

b.

melaksanakan pendataan warga masyarakat yang drop out (DO)
SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, dan anak usia 0-6 Tahun;

melaksanakan kegiatan pendidikan keaksaraan fungsional (KF),
pendidikan kesctaraan, keaksaraan usaha mandiri (KUM) dan/atau
pendidikan non formal lain yang diperlukan masyarakat;

wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;

menyelenggarakan pembelajaran pendidikan non formal/PLS dengan
mempergunakan modul dan kurikulum yang berlaku;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Penanaman
Modal dan Pelayvanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor, Kecamatan dan mitra pendidikan luar sekolah
yang terkait;

melaksanakan peningkatan tenaga pendidik dan kependidikan luar
sekolah, menyerahkan laporan hasil kegiatan setiap 3 (tiga) bulan
sekali kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor melalui
Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Nonformal.

Keputusan mi mular berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan
diadakan perubahan atas perbaikan schbagaimana mestinya, apabila di
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal :@ 12 Marer 2018
a.n. mnwn BOGOR

KEP A ANAMANMODALDAN
Wi ADUSATUPINT‘U

L. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Yth. Bupati Bogor (Sebagai Laporan);
3. Yth. Sekretaris Dacrah Kabupaten Bogor,



4. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor; ’

5. Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesejahternan Rakyat Pada Setda Kabupaten Bogor;
6. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;

7. Yth. Camat Gunung Putri;

8. Yth. Kepala Desa Nagrak.
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